Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjJIP)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2022

TPASAMAN BARAT]

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan salah sam wujud
pertanggungjawaban kepada publik atas capaian kinerja tahun anggran 2022, Selain im LKjIP
juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keunangan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Hal tersebut merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban sebagai jembatan
untuk komunikasi dan kendali antara pemberi amanah tata pemerintahan modern mensyaratkan
pentingnya pengelolaan administrasi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Seluruh jajaran
birokrasi pemerintah diharapkan untuk dapat menjelaskan secara transparan kepada masyarakat
apa yang sedang dilakukan secara proporsional, mempertanggungjawabkan kinerja apa yang
telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa. Untuk melihat dan mengukur
transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota kabinet serta seluruh jajaran birokrasi
yang mendukung diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui
capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahni komitmen

yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah tersebut.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Kenangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dimaksudkan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program
yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran 2022,

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ini pada
dasarnya adalah gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama
tahun 2022. Penyusunan LKjIP dimulai dengan menjelaskan Recana Strategis (Renstra) yang

terdiri atas visi, misi dan tjuan/sasaran, yang dijabarkan dalam benfuk program/kegiatan. Dan
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selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/ program/kegiatan/sub

kegiatan dengan rencananya.

Akhirmya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi
terbaik, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat akan terus berupaya
membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik
meningkat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LkjIP

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dimasa yang akan datang.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pengeloaan

Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

1 Maret 2023

r_____________ __ ________ _ _______ _ ___ ____ ______________._. ...
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tahun 2022 dimaksud untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa
kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, yang ditujukan kepada Bupati Pasaman
Barat, dan sebagai dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun anggaran 2022.

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2022 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada
pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat
meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKJIP yaitu diharapkan
dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

LKJIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ini pada
dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
sclama tahun 2022. Penyusunan LKjIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategi
(Renstra} yang terdiri dari visi, misi dan tujuan/sasaran, kebijakan dan program. Dan
selanjutnya  dilakukan Sistem Pengukuran Kinerja (SAKIP) antara realisasi
sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (perfomance result)
tahun 2022 diperbandingkan dengan rencana kinerja (perfomance plan) tahun 2021 sebagai
tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan
keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun
menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinegja (perfomance gap)
kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa
yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah daecrah pada tahun 2022 Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan 1 (satu) sasaran
strategis yang akan dicapai tahun 2022. Dari sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur

dengan indikator kinerja scbagai berikut:

LKjIP BPKD Kab. Pasaman Barat Tahun 2022
it



Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi %
Strategis Capaian

Meningkatkan Nilai SAKIP B Dalam | Dalam
akuntabilitas Proses | Proses
kinerja BPKD Review | Review

Level Maturitas SPIP 3 3,132 104,4%

Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK |  75% 86,40% | 115,2%
Meningkatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah WTP Dalam | Dalam
Pengelolaan pemerik | pemerik
Keuangan Daerah saan saan
yang  Akuntabel, BPK BPK
Efektif dan Efisien

Persetujuan Bersama rancangan Perda | 1 Bulan { 1 Bulan | 100%

tentang APBD tepat waktu / paling lama 1

bulan sebelum tahun anggaran dimulai

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya

penerapan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan indikator Opini

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai
berikut:

a. Nilai SAKIP yang ditargetkan adalah B namun untuk realisasi dan capaian kinerja belum
mendapatkan nilai karena masih dalam proses review inspektorat.

. Level Maturitas SPIP yang ditargetkan Badan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2022
adalah sebesar 3 sedangkan realisasi yang tercapai adalah 3,132 diambil dari nilai
maturitas SPIP Kabupaten Pasaman Barat,dapat disimpulkan bahwa persentase capaian
level maturutas BPKD adalah 104,4%.

Persentase penurunan jumlah temuan BPK yang ditargetkan BPKD tahun 2022 adalah
sebesar 75% dan realisasinya sebesar 86,40%, hal ini merupakan kinegja positif dari
BPKD dengan persentase capaian 115,2%.

. Untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022belum dapat

ditetapkan karena masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat :

» Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 1 Februari s/d 24
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Februari 2023. Penyerahan Laporan Keuangan Un-Audited Tahun Anggaran 2022
sesual dengan kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sumatera Barat harus sudah diserahkan paling lambat tanggal 28
Maret 2023.

e Sectelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Un-Audited
diterima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R1 Perwakilan Sumatera Barat maka akan
dilakukan pemeriksaan lanjutan selama 35 hari kerja. Untuk itu perkiraan penyerahan
hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 (Audited) yang bersamaan
dengan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 diperkirakan
minggu pertama bulan Mei 2023.

e Oleh karena itu opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 belum bisa
disajikan sebab menunggu proses pelaksaan pemeriksaan sebagaimana dengan point
diatas.

e. Indikator Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu / paling lama | bulan
sebelum tahun anggaran dimulai tercalisasikan sesuai target yang sudah direncanakan.Dengan

demikian persentase capaian untuk indikator ini adalah sebear 100%.

Simpang Empat, 31 Maret 2023

gz vy
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undeng-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntuan
masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good
Governance). Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat
dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik.

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan
system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaran pemerintah
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi. Salah satu media untuk mewujudkan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan good governance ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).

LEjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah media yang
dipakai untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi (Tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada pihak — pihak yang
berkepentingan (stakeholder) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan
yang terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dangan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD).

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) di
Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan
benar. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasaman sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya yaitu memberikan pelayanan pengelolaan keuangan OPD dalam menyelenggarakan
Pemerintah Daerah. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan
yang baik, maka BPKD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan tupoksi yang diamanatkan
telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang

diselaraskan dengan RPIMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 — 2026.
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Adapun isu strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya adalah :
a. Pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai

etika.

&

Peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan daerah.
Restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

poo

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
Penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Pengembangan sistem teknologi informasi.

Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual).

@ oo

Pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan regulasi.

—r

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial kenangan daerah.

L
.

k. Peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan

program/kegiatan.

C. Straktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Pasaman Barat terdini
dari :
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Anggaran;
1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung;
2. Sub Bidang Perencanaan Belanja Langsung; dan
3. Sub Bidang Pembinaan dan Penata Usahaan Anggaran;
d. Bidang Perbendaharaan;
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
2. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung; dan
3. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung;
e. Bidang Akuntansi;
1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah (Keruda);
2. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah; dan

e —————
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3. Sub Bidang Akuntansi Persediaan dan Pelaporan Keuangan;

D. Tugas Pokolk dan Fungsi Instansi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang tugas bupati di bidang

pengelolaan keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan, yang meliputi:

a.
b.

c.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

Melaksanakan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemeriniah atau pemerintah propinsi
Sumatera Barat;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

S

e oo

5o o oe

—

Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

Pengesahan DPA OPD/DPPA SKPKD;

Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Pengendalian pelaksanaan APBD;

Perumusan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah;

Perumusan sistem dan prosedur pengelolaan belanja daerah;

Perumusan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah;

Melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah;

Penyajian informasi keuangan pemerintah daerah;

Mempertanggungjawabkan tugas badan baik teknis operasional maupun fungsional kepada
kepala daerah ;

Memeliharg dan mengupayakan peningkatan disiplin, kKinerja dedikasi, loyalitas dan kejujuran
pegawai dalam lingkungan badan;

Mengembangkan sumberdaya yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas badan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menjalin ketrjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk

kepentingan badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
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0.  Melaksanakan tata usaha badan serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap
kelompok jabatan fungsional.

p.  Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan badan berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku;

q-  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala badan, Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan rencana
dan program (KUA PPAS, RKA, dan DPA) dan penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu
dan tugas- tugas administratif ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sekretaris mempunyai fungsi:
Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dan laporan kegiatan badan;
b.  Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
C. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta
urusan rumah tangga badan;
d. Pengelolaa'n administrasi keuangan badan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan,
pertanggungjawaban dan laporan keuangan badan;
¢.  Penyiapan data bahan cvaluasi dan laporan kegiatan badan secara berkala sebagai
pertanggungjawaban tugas pada atasan;
f. Pengoordinasian tugas bidang-bidang dalam penyusunan draf rancangan peraturan daerah
dibidang pengelolaan kenangan dan aset daerah;
g Pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengusulan
penghapusan aset badan;
h.  Pelaksanaan urusan keprotokoleran dan penyiapan rapat-rapat badan;
i. Pengelolaan sistem informasi manajemen barang daerah pada badan;
] Pengelolaan perpustakaan badan, dan hubungan masyarakat;
k.  Pengclolaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan nagari serta belanja tak
terduga;
L Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Sekretariat badan mermbawahi:
(1) Sekretariat badan membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

e
T R A e — e e— ™  mma4am

LKjIP BPKD Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan,
pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga administrasi petjalanan dinas, pemeliharaan
kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
menyusun program kerja sub bagiaa sesuai dengan program kerja sekretrariat Badan;

b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan
serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas
urusan unm dan kepegawaian;

a. melaksanakan tata naskah dinas;

b. melaksanakan urusan rumah tangga, protokoler; kelembagaan dan ketalaksanaan;

c. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengusulan
penghapusan asset Badan;

d. melaksanakan pemberian informasi dan konmunikasi, serta pengelotaan perpustakaan Badan;

e. mengelola peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;

f. mengelola pelaksanaan pendidikan dan latiban pegawai dalam rangka pengembangan
kemampuan dan karier pegawai;

g. menyiapkan bahan dan memproses administrasi kepegawaian;

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada
atasan;

i. melaksanakantugas [ain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

&

Sub Bagian Kenangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
melakukan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Uraian tugas Sub Bagian Keuangan:
a, Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Prosedure
(SOP);
b. Menyusun rencana dan petunjuk teknis program/ kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
c. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan agar berjalan dengan lancar;

d.  Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskal dinas untuk menghindari kesalahan;

LKjIP BPKD Kab. Pasaman Burat Tahun 2022



h.

Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang milik daerah pada
badan;
Melaksanakan inventarisasi barang inventaris dan mengatur adminsitrasi penyelenggaraan
inventaris barang yang ada pada badan;
Penyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan aset milik daerah
secara periodik semesteran dan tahunan,
Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretrariat badan;
Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan
serta melaksanak_an solusi dari pemecahan permasalabhan yang berkaitan dengan bidang tugas
urusan umum dan kepegawaian;
Pelaksanaan pembinaan pengelolan administrasi dan pembukuan keuangan badan;
Mengoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya milik badan;
Mengoordinasikan pengelolaan data untuk penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) lingkup badan;
Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan pegawai,
perjalanan dinas, Penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran
badan;
Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan
badam;
Pengumpulan dan penyiapan baban dan memproses tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan
atas audit internal maupun ekternal.
Memberikan saran pertimbangan teknis pada bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan pelaporan pada
lingkup badan.
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan:
Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Prosedure
(SOP);
Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan
serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas

urusan perencanaan dan pelaporan;
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c. Pengumpulan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan pelaporan dari bidang-
bidang;
d.  Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja badan;
e. Pelaksanaan penyusunan Renstra badan;
f. Pengumpulan usulan dari bidang-bidang dalam rangka penyusunan program kerja dan kegiatan
tahunan Badan;
g Pengumpulan dokumen penyusunan anggaran Badan dan PPKD yang meliputi RKA dan DPA
OPD serta RKA dan DPA PPKD;
h.  Pengumpulan usulan dari bidang-bidang untuk penyusunan anggaran kas badan;
. Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja badan secara berkala (LKJIP, LKPD, LPPD dan lain-
lain);
j- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada
atasan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
3. Bidang Anggaran .
Bidang Anggaran dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala badan. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengkoordinasian, perumusan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dacrah serta
pembiayaan daerah, dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Anggaran mempunyai fingsi sebagai berikut:
Perumusan dan penyusunan program kerja bidang Anggaran;

b. Pengelolaan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis
yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan penyusunan Anggaran daerah;

d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan peraturan daerah dan peraturan bupati
tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD;

e. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan peraturan daerah tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah dan peraturan bupati tentang standar biaya dan analisis standar

belanja;

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

Pemantanan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang anggaran;

B o o

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang anggaran;

-

Melaksanakan fungsi lain yang diperintabkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran membawahi:
a. Sub Bidang Perencanzan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung;

b. Sub Bidang Perencanaa Belanja Langsung; dan

e
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c. Sub Bidang Penata Usahaan,

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

Sub Bidang Perencanazan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh

kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Anggaran. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung mempunyai

tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta mengelola data Perencanaan Pendapatan dan

Belanja Tidak Langsung serta Pemabiayaan;

Uraian tugas Perencanaan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung:

a.

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Prosedure
(SOP);

Penyusunan program kerja Sub RBidang sesuai dengan program kerja Bidang Anggaran;
Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta
mengupayakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas
Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung;

Penyusunan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang
berkaitan dengan perencanaan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;

Penyiapan bahan Perencanaan pendapatan dan belanja tidak langsung untuk perumusan
penyusunan Kebijakan Urmum Anggaran (KUA) APBD, prioritas plafon anggaran sementara
ppas bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Tim TAPD;

Penyiapan bahan naskah edaran bupati tentang pedoman penyusuﬁan RKA OPD dan RKA
PPKD terkait dengan perencanaan pendapatan dan belanja tidak langsung serta pembiayaan;
Pelaksanaan pembahasan dan penelitian RKA OPD dan PPKD serta RKA Perubahan OPD
dan PPKD terkait dengan perencanaan pendapatan dan belanja tidak langsung serta
pembiayaan;

Penyiapan naskah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD, serta
naskah peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD beserta
konsep nota keuangan dan jawaban bupati atas tanggapan DPRD terkait dengan perencanaan
pendapatan dan belanja tidak langsung serta pembiayaan;

Pelaksanaan pembahasan dan penelitian dokumen pelaksanaan anggaran DPA OPD dan
PPKD serta DPA perubahan OPD dan PPKD terkait dengan perencanaan pendapatan dan
belanja tidak Jangsung serta pernbiayaan,

Penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DFA — OPD dan PPKD terkait
dengan perencanaan pendapatan dan belanja tidak langsung serta pembiayaan;

Penyiapan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran dalam DPA OPD dan PPKD terkait
dengan perencanaan pendapatan dan belanja tidak langsung serta pembiayaan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
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b. Sub Bidang Perencanaan Belanja Langsung
Sub Bidang Perencanaan Belanja Langsung dipimpin oleh seorang kepala sub bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub

BidangPerencanaan Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis

serta mengelola data perencanaan belanja langsung.

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Belanja:

a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Prosedure
(SOP);

b. Penyusunan program kerja Sub Bidang sesuai dengan program kerja Bidang Anggaran;

c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta
mengupayakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugas
Sub Bidang Perencanaan Belanja Langsung;

c. Penyusupan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang
berkaitan dengan perencanaan belanja langsung,;

d. Penyiapan bahan perencanaan belanja langsung untuk perumusan penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama
dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Tim TAPD;

€. Penyiapan bahan naskah edaran bupati tentang pedoman penyusunan RKA OPD dan RKA
PPKD terkait dengan perencanaan belanja langsung;

f.  Pelaksanaan pembahasan dan penelitian RKA OPD dan PPKD serta RKA Perubahan OPD
dan PPKD terkait dengan perencanaan belanja langsung;

g. Penyiapan paskah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD, serta
naskah peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD beserta
konsep nota keuangan dan jawaban bupati atas tanggapan DPRD terkait dengan perencanaan
belanja langsung;

h. Pelaksanaan pembahasan dan penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran {(DPA) OPD dan
PPKD serta DPA perubahan OPD dan PPKD terkait dengan perencanaan belanja langsung;

i. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan PPKD
terkait dengan perencanaan belanja langsung;

j- Penyiapan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran dalam DPA OPD dan PPKD terkait
dengan perencanaan belanja langsung;

k. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan scbagai pertanggungjawaban tugas pada
atasan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Sub Bidang Penata Usahaan Anggaran

L ]
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Sub Bidang Penata Usahaan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Sub Bidang Penata Usahaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman

dan petunjuk teknis serta mengelola data Sub Bidang Penata Usahaan Anggaran.

n.

Uraian tugas Sub Bidang Penata Usahaan Anggaran:
Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating
Prosedure (SOP);
Penyusunan program kerja sub bidang sesuai dengan program kerja Bidang Anggaran;
Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serta mengupayakan solusi dari pemecahan pernmasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugas Sub Bidang Penata Usahaan Anggaran;
Penyusunan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang
berkaitan dengan penata usahaan anggaran;
Penyiapan bahan naskah edaran bupali tentang pedoman penyusunan RKA OPD dan
RKA PPKD;
Penyiapan bahan penyusunan naskah edaran bupati tentang pedoman penyusunan
Anggaran Kas OPD;
Penyiapan bahan penyusunan naskah Surat Penyediaan Dana (SPD) OPD Dan PPKD;
Penyiapan naskah pergeseran anggaran kas pada OPD dan PPKD;
Penyiapan surat keputusan bupati tentang pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat
pengelola keuangan OPD dan PPKD;
Penyiapan bahan penyusunan naskah analisis standar biaya dan Analisis Standar
Belanja Daerah (ASB);
Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penetapan perda tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka pembinaan pengelolaan
kenangan daerah;
Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada kepala badan melalui Sekretaris. Bidang Perbendaharaan mempunyai

tugas melaksanakan berkaitan dengan bidang urusan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a.

Perumusan dan penyusunan program kerja bidang Perbendaharaan;

T e ——————
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h.

Pengelolaan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis
yang berkaitan dengan bidang Perbendaharaan;

Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan bidang Perbendaharaan;

Pengelolaan kas daerah;

Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah;

Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyertaan modal pemerintah daerah;

Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta badan layanan
unmun;
Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan badan usaha milik daerah, badan usaha milik nagari,
dan lembaga keuangan mikro;

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang Perbendaharaan;

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang Perbendaharaan;

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan membawahi:

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung; dan
Sub Bidang Pengelolan Belanja Langsung;

a). Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang

Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis serta menghimpun dan mengolah data bidang pengelolaan kas daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah:

a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating
Prosedure (SOP);

b. Penyusunan program kerja Sub Bidang sesuai dengan program kerja Bidang
Perbendaharaan;

¢. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

d. Penyusunan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk tcknis yang
berkaitan dengan Pengelolaan Kas Daerah;

e. Pelaksanaan manajemen kas daerah cash forecasting dan treasurv single account;

f. Penyiapan dokumen permintaan uvang terhadap penerimaan daerah yang berasal dari

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
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g. Penyiapan data dan dokumen untuk keperluan rekonsialiasi terhadap penerimaan yang
berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

h. Pelaksanaan pembukuan dan penatausahaan bendahara umum daerah dan penyiapan
laporan posisi kas umum daerah;

i.  Pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah dengan bank tempat penyimpanan kas daerah;

i. Penyiapan dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyertaan modal
pemerintah daerah;

J. Penyiapan dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi
daecrah serta badan layanan wmum ;

k. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan badan usaba milik daerah, badan
usaha milik nagari, dan lembaga keuangan mikro;

l.  Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

b). Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh scorang kepala sub

bidang vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan .

Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung mernpunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta menyiapkan bahan pengelolaan belanja tidak

langsung;
Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung:

a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan ataw Standard Operating
Prosedure (SOPY);,

b. Penyusunan program kerja sub bidang sesuai dengan program kerja Bidang
Perbendaharaan;

c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung;

d. Penyusunan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang
berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung;

e. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) belanja
tidak langsung yang diajukan oleh OPD;

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung
atas SPM yang diajukan oleh OPD;

g Pelaksanaan penelitian dan verifikasi terhadap penerbitan Surat Ketetapan Penghentian
Pembayaran (SKPP) gaji PNS yang diterbitkan OPD;
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h.  Penyiapan berita acara rekonsiliasi belanja tidak langsung dengan QPD;

i.  Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan basis data belanja tidak langsung termasuk
basis data pembayaran gaji PNS;

j. Penyiapan data dan dokumen untuk keperluan rekonsialiasi terhadap penyetoran kepada
pihak ketiga (PFK) berupa setoran TASPEN, ASKES, TAPERUM, BPJS;

k. Penyiapan data dan dokumen untuk keperluan rekousialiasi terhadap pembayaran gaji
PNS dengan pemerintah pusat;

l.  Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan scbagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

c}. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung
Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perbendaharaan. Sub

Bidang Pengelolaan Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk

teknis serta menghimpun dan mengolah data di bidang Pengelolaan Belanja Langsung.

Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung:

a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating
Prosedure (SOP);

b. Penyusunan program kerja seksi sesuai dengan program kerja Bidang Perbendaharaan;

c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugas Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung;

d. Penyusunan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang
berkaitan dengan Pengelolaan Belanja Langsung;

e. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) belanja
langsung vang diajukan oleh OPD;

f.  Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung atas
SPM yang diajukan oleh OPD;

g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan basis data belanja langsung;

h. Penyiapan data dan dokumen penyerapan DAK untuk keperluan pengajuan permintaan
dana DAK sesuai dengan tahapannya kepada pemerintah pusat;

i.  Penyiapan berita acara rekonsilisi belanja langsung dengan OPD;

j- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

l.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

e S — e ________|
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5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan;

Bidang Akuntansi mempunyal tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan,

penelitian/pemeriksaan, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan akuntansi pendapatan

dan belanja daerah Akuntansi Persediaan, dan akuntansi Kerugian daerah berdasarkan

ketentuan yang berlaku sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan

tugas.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

Merencanakan program kerja tahunan bidang akuntansi berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih
lanjut;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti
dan memahami pekerjaannya;

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;

Mengelola data, informasi, permasalahan, terkait dengan akuntansi dan laporan
keuangan;

Penyusunan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
akuntansi;

Pembinaan dan bimbingan akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan agar
tugas terlaksana dengan baik;

Mengumpulkan dan mengklasifikasi serta mengolah laporan akuntansi Pendapatan,
belanja, beban, persediaan, aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ckuitas berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang beralku agar tugas terlaksana dengan baik;
Penyusunan laporan keuangan secara berkala yaitu triwulan, semester dan tahunan,
penyusunan laporan semester dan prognosis enam bulan ke depan;

Pemantavan dan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang akuntansi,
berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik;
Pengumpulan informasi kerugian daerah dan memproses penyelesaian kerugian daerah
berdasarkan atas informasi temuan hasil pemeriksaan dan laporan dari OPD melalui

proses sidang/rapat majelis tuntutan ganti kerugian daerah;
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l.  Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
danmengoordinasikan dengan unit kegja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan,
berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar tugas terlaksana dengan baik;

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan
evaluasi bagi atasan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi membawahi:

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daeraly;

b. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah; dan

¢.  Sub Bidang Akuntansi Persediaan & Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

Sub bidang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Ketugian Daerah dipimpin oleh
seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Akuntansi.

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyeleszian Kerugian Daerah mempunyai
tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan
bawahan dalam melakukan kegiatan penyusunan, penelitian/pemeriksaan, pembinaan dan
bimbingan teknis penyusunan Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian
Daerah, berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara
dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

Uraian tugas Sub BidangAkuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah:

o

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Prosedure

(SOP);

b. Merencanakan program kerja tahunan Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian
Kerugian Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

c. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atan tertulis agar dapat diproses lebih
lanjut;

d. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti
dan memahami pekerjaannya;

€. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan

atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
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f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serfa melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah;

g. Menyusun bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan
dengan Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah;

h. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan serta koreksi atas transaksi dan/atau kejadian
kenangan daerah yang berkenaan dengan penerimaan kas daerah dan non kas daerah
{penerimaan hibah aset) di dalam buku jurnal penerimaan kas daerah;

i. Melaksanakan pengklasifikasian dan pencatatan berdasarkan objek penerimaan kas daerah
atas transaksi dan/atau kejadian yang berkenaan dengan penerimaan kas daerah dan non kas
daerah (penerirnaan hibah aset) ke dalam bulku besar penerimaan kas daerah;

j.  Melakukan rekonsiliasi atas laporan penerimaan kasflaporan realisasi pendapatan OPD
setiap bulannya serta menyiapkan berita acara rekonsiliasi dan bukti pendukung rekonsiliasi
lainnya yang berkenaan dengan kejadian atau transaksi pendapatan OPD;

k. Pengidentifikasian atas ketetapan pendapatan daerah yang belum diterima di rekening kas
umum daerah sebagai dasar pengakuan piutang daerah dengan menyesuaikannya kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. Pengumpulan data dan informasi kerugian daerah berdasarkan atas temuan hasil
pemeriksaan dari instansi pemeriksa dan laporan dari OPD sebagai bahan rapat/ sidang
inajelis tuntutan ganti mgi;

m. Penyelesaian kasus-kasus kerugian daerah melalui sidang/ rapat majelis tuntutan ganti rugi
dacrah dan menyusun notulen rapat.

n. Membuat matriks kerugian dacrah sebagai laporan perkembangan penyelesaian kerugian
daerah atas setoran-setoran dari pelaku kerugian daerah.

0. Melaksanakan pengklasifikasian dan pencatatan kerngian daerah pada neraca OPD sesuai
dengan kebijakan akuntansi daerah dan peraturan perundang-undangan yang betlaku;

p. Melaporkaan dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban tugas pada atasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar
tugas terlaksana dengan baik;

q. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan
mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, berdasarkan
ketentuan yang berlaku, agar tugas terlaksana dengan baik;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada
atasan,

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan bidang tugas.
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b. Sub Bidang Akunt?nsi Belanja dan Beban Daerah
Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi. Sub

Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah mempunyai tugas merencanakan program kerja,

membagi tugas, memberi petunjuk,memeriksa pekerjaan bawahan dalam melakukan kegiatan

penyusutan, penelitian/pemeriksaan, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan Sub

Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah berdasackan ketentuan yang berlaku sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah:

a. Merencanakan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Akuntansi Belanja berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih
[anjut;

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating
Prosedure (SOP);

Mengoordinasikan dan memeriksa hasil verifikasi dan rekonsiliasi dari bawahan;

d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah;

e. Menyusun bahan kebijakan dan peraturan-peraturan daerah scbagai pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Daerah;

.f  Melaksanakan bimbingan tekhnis dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan
dengan Pengelolaan Akuntansi Belanja dan dan Beban Daerah kepada OPD;

g. Melaksanakan penelitian dan perneriksaan serta koreksi atas transaksi dan/ atau kejadian
keuangan daerah yang berkenaan dengan pengeluaran kas daerah sesuvai dengan bendIX
dan rekening koran rekening kas umum daerab;

h. Melaksanakan pencatatan dan pengklasifikasian berdasarkan objek belanja tidak
langsung, objek belanja langsung dan pengefuaran pembiayaan atas transaksi dan/atau
kejadian yang berkenaan dengan pengeluaran kas daerah ke dalam buku besar
pengeluaran kas daerah;

i. Melaksanakan koordinasi penerapan prosedur akuntansi selain kas; yang berkenaan
dengan transaksi atau kejadian pengesahan pertanggungjawaban belanja/ pengeluaran,
koreksi kesalahan pencatatan atas transaksi atau kejadian berkenaan dengan belanja dan
beban, pembelian aset tetap, pemindahtanganan atas aset tetap;

j.  Melakukan rekonsiliasi atas laporan laporan pengeluaran kas/realisasi belanja OPD setiap
bulannya serta menyiapkan berita acara rekonsiliasi dan bukti pendukung rekonsiliasi

[ e e e e o]
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mn.

lainnya yang berkenaan dengan kejadian atau transaksi belanja dan beban OPD dan
SKPKD;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar tugas terlaksana dengan
baik;

Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan
mengkoordinasikan dengan unit kerja ferkait  pelaksamaan tugas dan kegiatan,
berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar tugas terlaksana dengan baik;

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

¢.  Sub Bidang Akuntansi Persediaan & Evaluasi dan Pelaporan Keunangan Daerah

Sub Bidang Akuntansi Persediaan & Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah

dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Akuntansi;

Sub Bidang Akuntansi Persediaan & Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daecrah

mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk,

memeriksa pekerjaan bawahan dalam melakukan kegiatan rekonsiliasi atas persediaan,

evaluasi dan penyusunan laporan keuangan OPD dan SKPKD,pembinaan dan bimbingan

teknis penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Persediaan & Evaluasi dan Pelaporan

Keunangan Daerah:

a.

Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating
Prosedure (SOP);

Merencanakan program kerja tahunan Sub Bidang Akuntansi Persediaan dan Evaluasi
dan Pelaporan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis
agar dapat diproses lebih lanjut.

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya
kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanmnya;

Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-
permasalahan serta melaksanakan solusi dari pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan bidang tugas Sub Bidang Akuntansi Persediaaan dan Evaluasi dan Pelaporan
Keunangan Daerah;
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e. Menyusun bahan kebijakan, petunjuk teknis dan peraturan-peraturan lainnya yang
berkaitan dengan pengelolaan akuntansi persediaan dan evaluasi dan pelaporan
keuangan daerah;

f. Melakukan Pembinaan dan bimbingan teknis kepada OPD terkait dengan akuntansi
persediaan, penyusunan laporan keuangan dan evaluasi atas laporan keuangan;

g-  Meneliti dan menerbitkan berita acara rekonsiliasi persediaan berdarkan atas hasil
rekonsiliasi dengan OPD;

h. Menyusun laporan realisasi APBD secara triwulanan, semesteran dan tahunan;

i. Melakukan analisa atas laporan keuangan OPD dan SKPKD;

j- Menyusun laporan kenangan pemerintah daerah;

k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas
pada atasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar tugas terlaksana dengan
batk;

.  Membuat telaahan stal sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan
mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan,
berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar tugas terlaksana dengan baik;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Sumber Daya Manusia

D.1 Pegawai ASN

Golongan Keadaan | Janvari 2022 | Keadaan 31 Desember 2022
(Pegawai Negeri/Honor) (orang) {orang)
v 2 5
111 16 21
11 4 11
I 0 0
Jumlah 22 37
D.2. Pegawai Non ASN
Golongan Keadaan | Januari 2022 Keadaan 31 Desember 2022
(THL/PTT) (orang) {orang)
PTT 4 4
THL 33 38
Jumlah 37 42
Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:
1.ASN
Pendidikan Keadaan 1 Januari 2022 Keadaan 31 Desember 2022
(orang) (orang)
S3 - -
s2 0 ]
S1 13 21
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D III

13

DII

DI

SLTA

SLTP

SD

Jumlah

23

2.Non ASN

Pendidikan

Keadaan 1 Janunari 2022
{orang)

Keadaan 31 Desember
2022(orang)

S3

S2

1

1

S1

24

29

DI

1

DII

D1

SLTA

12

11

SLTP

SD

Jumlah

37

42

E. Permasalahan Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan
tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan. Identifikasi Permasalahan
berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD adalah sebagai berikut :
a. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset
daerah yang masih perlu ditingkatkan;
b. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan daerah belum optimal,
c. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi
publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal,
d. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggunggjawaban keunangan daerah serta pengelolaan belum optimal,
e. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif,
efisien dan ekonomis;
f.  Akuntabilitas pengelolaan keuwangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan,

implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJ A

A. Rencana Strategis (RENSTRA TAHUN 2021-2026)

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat kurun waktu tahun 2021-2026 adalah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah
yaitu Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamis, Maju dan
Sejahtera. Tujuan disusunnya Renstra sebagai dokumentasi untuk perencanaan Daerah
waktu menengah 5 tahun yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program
kegiatan jangka pendek 1 tahun sampai dengan tahun 2022,

B. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah pada dasammya merupakan kondisi objektif
yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode
jangka menengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan
mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui
penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping
itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa
ini dan prediksi untuk 5 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini
sebenamya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh
scluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Berikut ini visi jangka
menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026
“Mewnjudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamis, Maju dan Sejahtera”.
Berdasarkan visi angka menengah pemerintah daerabh Kabupaten Pasaman Barat tahun
2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya visi sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif;
2. Meningkatnya pengamalan ajaran agama dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan

masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi

pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah
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dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman
Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi
dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki
baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daecrah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk
mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten

Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang

sifatnya menyeluruh.
Tabel 2.1,
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-
2026

Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamis, Maju dan Sejahtera”

Misi Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan tata kelola (l. Penerapan tata kelola |1. Terwujudnya birckrasi yang

pemerintah yang pemerintahan bersih dan akuntabel
profesional dan inovatif profesional, akuntabel |2. Meningkatnya kualitas
dan inovatif pelayanan publik

Sumber : RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026
Berdasarkan fungsinya sebagai OPD yang menangani urusan Pengelolaan
Keuangan, maka BPKD Kabupaten Pasaman Barat menunjang pencapaian misi 1 Kepala
Daerah, yakni Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profestonal dan inovatif dengan
terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif dalam rangka
pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pasaman Barat.
C. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Visi dan misi diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPKD
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Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan sasaran yang harus
dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang
menjadi dasar pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, serta meningkatnya
kesadaran setiap bidang terhadap kemungkinan adanya permasalahan karena tidak
tercapainya harapan.

Untuk itu telah ditetapkan Sasaran Stragis yang hendak dicapai oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel, efektif dan Efisien
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKD.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun
anggaran 2022, melaksanakan 2 (Dua) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Tahun 2022

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

© ® N aoR Wb

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

—
o

. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

—
—

. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

—
[ %]

. Pemumjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

—
W

. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Linghkup
Keuangan Daerah
Sub Kegiatan 2022

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

AR

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunangan SKPD
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6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan”

14, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atar Kendaraan Dinas Jabatan

20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

22. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

23. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

24. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD

25. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

26. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

27.Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

28. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

29. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

30. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

31. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
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32.

33.

34.

35.

36.

37

38

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

Koordinasi dan  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Dacerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keunangan Pemerintah
Daerah

Analisis Investasi Pemerintah Daerah

. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
39.
40.
41.

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1

Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah 2022
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan Meningkatnya Program Penunjang | Perencanaan,
akuntabilitas kinegja | akuntabilitas kinerja | Urusan Pemerintah | Penganggaran dan
BPKD BPKD Daerah Kabupaten / Kota | Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Administrasi  Keuangan
Perangkat Daerah

Administrasi Barang
Milik  Daerah  pada
Perangkat Daerah

Administrasi
Kepepawaian Perangkat
Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah
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Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan
Daerah
Mewnjudkan Pengelolaan | Meningkatnya Program Pengelolaan | Koordinasi dan
Keunangan Daerah yang | Pengelolaan  Keuangan | Keuangan Daerah Penyusunan Rencana
Akuntabel, Efektif dan | Daerah yang Akuntabel, Anggaran Daerah
Efisien Efektif dan Efisien
Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Keordinasi dan
Pelaksanaan  Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengelolaan Dara  dan

Implementasi Sistem
Pemerintah

Lingkup
Keuangan Daerah

Informasi
Daerah

D. Strategi dan Kebijakan

Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka dapat disusun

strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah.
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E.

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

Kebijakan, adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suat
lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan
suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi pengelolaan anggran, pengelolaan belanja.

Adapun kebijakan yang ditetapkan BPKD guna mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pelaksanaan Penghematan pos-pos belanja di urusan administrasi pemerintahan atau
operasional birokrasi.

Pada hakekatnya strategi merupakan inti penyusunan kebijakan. Dengan strategi
yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Strategt dan kebijakapkan secara
maksimal, dengan menerapkan peningkatan pengelolaan adminstrasi yang tertib baik di
bidang, pengelolaan keuangan daerah.

Untuk keberhasilan pelaksanaan strategi dan kebijakan BPKD ini memerlukan
dukungan dari berbagai komponen dalam organisasi, juga dukungan peningkatan kinerja
aparatur, seperti terlaksananya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur dari berbagai
bidang secara optimal dan maksimal.

Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petjanjian kinerja adalah lembar/dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas,
fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja digunakan

sebagai :
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1. Wujud komitmen antara penerima dan penerima amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

2. Tolok ukur evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tjuan, sasaran organisasi,
sebagai dasar pemberian penghargaan dan sankst;

4. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Dasar penetapan sasaran kinetja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022 sebagai berikut :
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAN
TAHUN 2022 ESSELON 11

Dalam rangka mewuindkan manajemen pemerintahan yang efektif, ransparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang beniandatangan di bavwah ini:

Nama ' Maibonmi, SE

Jabatan ¢ Kepala Badan Pengelotzan Keuvangan Daerah

selanjuinyu disebut Pihak Pertama

Nama ¢ Hamsuardi
Jabatan 4 Bupati Kabupaten Pasaman Barat
selaku atasan p’iiwk_ pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedun

Pihak Pertama bermunji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka mencngah seperti yang telah
ditctapkan dalam dokumen perencanaan, Reberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjndi tanggungjawab Pihak Pertama,

Pihak Kedua skan mclakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kincerja dari perjanjian ini dan menpambil tindakan vang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 21 Maret 2022
l’fh:tk kedua,
L -

;==

u;sm.m,mum

NIP, 19720303 200604 1 001

e s o TG e+ R 8 e W e b e amem Y n et v m e g g
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERANR
) TAHUN 2022 ESSELON 11

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran : 2022

, . e e E A— INDIKATOR . -
NO ; SASARAN STRATEGIS KINERJA/OUTPUT TARGET
Meningkatnya akuntabilitas Nilai SAKIP
I Kinerja BPKD A B
Level Maturnitas SPIP 3
Persentase Penurunan Jurmnlah !
. 75%
Temuan BPK
Meningkatkan Pengelolaan | Persetujuan  Bersama  rancangan 'Paling lama 1
2 Keuangan Daerah Yang Perda tecmang APBD tepat wakiu (satu) bulan
s e ; scbelum
Akumtabet, efckiil dan MPaling lama 1 bulan schelwn Tahun | Tahun
T , L Anggaran
Lﬁsm}‘,x Anggaran dimulai dimulai
NO. __ PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah
1. { Kabupaten/Kota Rp. 26.640.122.951,-
Dcrcnc:inum_l, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rp. 47.075.000,-
Perangkat [Jacrah
Administrasi Keuangan Perungkat Daerah Rp. 25.654,149.211,-
Administrasi Barang Milik Dacrah pada Perangkat Rp. 29.420.000 -
Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Rp. 5342590.000,-
Admi’ni”simsi Umum Perangkat Daerah Rp. 268.002.600,-
I”cnycd{aﬂn Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 301.100,540.-
Daerab:
Pcmci:’iharaan Barang Milik Daerah Penunjang ~ cnon
Urusan Pemerintahan Dacrah Rp. 283,086.200,
2. | Program Pengelolaan Keuangan Dacrah Rp. 114.670.336.412,-
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Koordinasi dan [’enyusunan Rencana Anggaran
Daerah Rp. 1.167.222.000,-

Koordinasi dan Pengelolaan Pesbenduharaan Dacrah i
Rp. 506.522.000,-

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelapordn Keuangan Dacrah Rp. 497.139.750.-
Pehunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan ]
Keuangan Dacrah Rp. 112.426,302.662,-
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi _
Pemerintah Dacrah Lingkup Keuangan Dacrah Rp. 73.150000,- "
JUMLAH Rp. 141.310.459.363,- |
i
1
Simpang Empat, 21 Maret 2022
Bupati Kabupaten Passman Barat Kepala Badan PengelolaayKeuangan
Dacrah ;
e ’//f ] . i
HAMSUARDI

e ..
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Alkuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari
suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan
dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu
dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran
capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan

analisis akuntabilitas keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja sebagai suatu media pertanggungjawaban dari suatu intansi
pemerintah harus dapat mencerminkan kewajiban untuk menjawab mengenai hal hal yang
memerlukan jawaban. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja, oleh karenanya termasuk
hasil analisis dan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, aspek keuangan dan lain-
lain. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja ini paling tidak mencoba merangkum dan
mencari kesesuaian antar perencanaan stratejik dengan kinerjanya maupun manfaat dari
kebijakan, program maupun kinerja bagi pihak- pihak yang menerima benefit dan jasa
yang diterimanya’ Oleh karena itu, suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi
tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja
sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus
menyajikan data dan informasi yang relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat
menginterprestasikan keberhasilan/ kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.
Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja digunakan skala prioritas sebagai
berikut ;

- No . Capaian ). Kinerja
[ |Niai8ss/d100 o Baik
7 |Naa 755485 - . 7 | . Scdang
3 [Nilaisssd’s ~ Kurang
4 Nilai <55 k Sangaif'__Kurahg
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Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%.
Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja yang mencapai
kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0% Dari hasil evaluasi kinerja,
selanjutnya akan dilakukan analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan penyebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Tabel. 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi Yo
Strategis Capaian

Meningkatkan Nilai SAKTP B Dalam { Dalam
akuntabilitas Proses | Proses
kinerja BPKD Review | Review

Level Maturitas SPIP 3 3,132 104,4%

Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK 75% 86,40% | 115,2%
Meningkatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah WTP Dalam | Dalam
Pengelolaan pemerik | pemerik
Keuangan Daerah saan saan
yang  Akuntabel, BPK BPK
Efektif dan Efisien

Persetyjuan  Bersama rancangan Perda [ 1 Bulan | 1 Bulan | 100%

tentang APBD tepat waktu / paling lama 1

bulan sebelum tahun anggaran dimulai

Dari tabel diatas pengukuran kinerja untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP yang ditargetkan adalah B namun untuk realisasi dan capaian kinerja belum
mendapatkan nilai karena masih dalam proses review inspektorat.

b. Level Maturitas SPIP yang ditargetkan Badan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2022
adalah sebesar 3 scdangkan realisasi yang tercapai adalah 3,132 diambil dari nilai
maturitas SPIP Kabupaten Pasaman Barat,dapat disimpulkan bahwa persentase capaian
level maturutas BPKD adalah 104,4%.

- e O —————_]
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c. Persentase penurunan jumlah temuan BPK yang ditargetkan BPKD tahun 2022 adalah
sebesar 75% dan realisasinya sebesar 86,40%, hal ini merupakan kinerja positif dari
BPKD dengan persentase capaian 115,2%.

d. Untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022belum dapat
ditetapkan karena masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Surnatera Barat :

o Pemeriksaan Pendahuluan Iaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 1 Februari s/d 24
Februari 2023. Penyerahan Laporan Keuangan Un-Audited Tahur Anggaran 2022
sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sumatera Barat harus sudah diserahkan paling lambat tanggal 28
Maret 2023.

» Setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Un-Audited
diterima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat maka akan
dilakukan pemeriksaan lanjutan selama 35 hari kerja. Untuk itu perkiraan penyerahan
hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 (Audited) yang bersamaan
dengan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 diperkirakan
minggu pertama bulan Mei 2023.

e Olch karena itu opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 belum bisa
disajikan sebab menunggu proses pelaksaan pemeriksaan sebagaimana dengan point
diatas.

e. Indikator Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu / paling lama 1 bulan

sebelum tahun anggaran dimulai terealisasikan sesuai target yang sudah direncanakan Dengan

demikian persentase capaian untuk indikator ini adalah sebear 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan

Tahun 2021
Tabel. 3.2
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
Sasaran IKU 2021 2022 Perbandingan
Target | Realisasi | Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningka | Nilai B B 100% B Dalam Dalam - - -
tkan SAKTP Proses Proses
akuntabilit Review Review
as kincrja | Level 3 2.8273 94,24% 3 3,132 104,4% Tetap 0,305 10,16
BPKD Maturitas
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SpIp

Persentase
Penurunan
Jumlah
Temuan
BPK

50%

82,18%

164,36%

5%

86,40%

115,2%

25%

4,22%

-49,16%

Meningka
tkan
Pengelola
an
Keuangan
Daerah
yang
Akuntabel
, Efeknf
dan

Efisien

Opini
BPK alas
Laporan
Keuangan

Daerah

100%

On

process

On process

Persctujua
n Bersama
rancangan
Perda
tentang
APBD
tepat
waktu  /
paling
lama 1
bulan
sebelum
tahun
anggaran

dimulai

1 bln

1 bln

100%

1 bin

1 bin

100%

Tetap

Tetap

Tetap
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Perbandingan level maturitas SPIP untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :
target level maturitas SPIP adalah sama pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 3, untuk realisasi
pada tahun 2021 adalah sebesar 2.8273 diambil dari nilai maturitas SPIP tahun 2013
dikarenakan pada tahun 2021 tidak dilakukan penilaian maturitas SPIP disebabkan
pandemic Covid-19 sedangkan pada tahun 2022 realisasi sebesar 3,132, dapat
disimpulkan bahwa ada peningkatan nilai maturitas SPIP pada tahun 2022 dibanding
tahun lalu sebesar 0,305.

. Persentase penurunan jumlah temuan BPK pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 50% dan
realisasi sebesar 82,18% atau capaian 164,36% sedangkan pada tahun 2022 ditargetkan
sebesar 75% dan realisasi sebesar 86,40% atau ;:apaian 115,2%. Dapat disimpulkan
bahwa terdapat peningkatan realisasi sebesar 4,22% namun erjadi penurunan pada
persentase capaian dikarenakan kenaikan target dari 50% pada tahun 2021 menjadi 75%
pada tahun 2022,

Indikator Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu / paling lama | bulan

sebelum tahun anggaran dimulai terealisasikan adalah sama antara target dan realisasi untuk
tahun 2021 dan 2022.

. Untuk nilai SAKIP dan opini laporan keuangan belum dapat diperbandingkan antara tahun 2021

dan 2022 disebabkan masih dalam proses review atau pemeriksaan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Target Jangka Menengah dengan Target RPIMD
Akhir
Tujuan/Sasaran Indikator Target Akhir Realisasi Tingkat
Kinerja RPIMD / Kemajuan
Renstra
Meningkatkan | Nilai SAKIP B Dalam Proses -
akuntabilitas Review
kinerja BPKD
Level Maturitas 3 3,132 104,4%
SPIP
Persentase 100% 86,40% 86,4%
Penurunan Jumlah
Temuan BPK
Meningkatlcan Opini BPK atas WTP Dalam -
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Pengelolaan Laporan Pemeriksaan BPK

Keuangan Daerah | Keuangan Daerah

yang Akuntabel,

Efektif dan

Efisien
Persetujuan 1 Bulan 1 Bulan 100%
Bersama

rancangan Perda
tentang APBD
tepat waktu /
paling lama 1
bulan sebelum
tahun anggaran

dimulai

a. Target Level Maturitas SPIP pada akhir tahun RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah yaitu sebesar 3. Pada tahun 2022 mencapai sebesar 3.132 atau dengan tingkat

kemajuan sebesar 104,4% dari target di akhir Renstra.
b. Target Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK pada akhir tahun RENSTRA Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2022 mencapai sebesar

86,40% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 86,4% dari target di akhir Renstra.

¢. Target Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu / paling lama 1 bulan

sebelum tahun anggaran dimulai pada akhir tahun RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah yaitu 1 bulan. Pada tahun 2022 direalisasikan 1 bulan sebelum tahun anggaran

dimulai atau dengan tingkat kemajuan sama dari target di akhir Renstra.

d. Untuk nilai SAKIP dan opini Iaporan keuangan belum dapat diperbandingkan antara akhir tahun

Renstra dan 2022 disebabkan masih dalam proses review atau pemeriksaan.

e _____.__]
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4. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/ penurunan Kinerja

serta Solusi yang dilakukan

Tabel 3.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/pemurunan Kinerja serta Solusi
yang dilakukan
Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Penyebab Alternatif Solusi
Keberhasilan/Kegagalan | yang Dilakukan
Meningkatkan Nilai SAKIP » Optimalisasi » Melakukan
akuntabilitas kinerja efektivitas dan setiap kegiatan
BPKD efesiensi pelaksanaan dengan  efektif
kegiatan dan efisien
Level Maturitas SPIP |e Belum optimalnya * Optimalisasi
penerapan Sistem penerapan
Pengendalian Internal Sistem
Pengendalian
Internal
Persentase * Belum optimalnya |  optimalnya
Penurunan Jumlah sosialisasi peraturan- sosialisasi
Temuan BPK peraturan terkait peraturan-
pengelolaan keuangan peraturan tetkait
pengelolaan
keuangan
Meningkatkan Opini BPK atas e Peningkatan kualitas [ ¢ Meningkatkan
Pengelolaan Laporan Keuangan Sumber Daya Manusia kualitas SDM di
Keuangan Daerah Daerah di BPKD BPKD
yang Akuntabel, s Peningkatan o Meningkatkan
Bifektif dan Efisica pengawasan terhadap pengawasan
kepatuhan akan terhadap
peraturan-peraturan kepatuhan akan
terkait pengelolaan peraturan-
keuangan peraturan terkait
pengelolaan
keuangan

m
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Persetujuan Bersama
rancangan Perda
tentang APBD tepat
waktu / paling lama
I bulan sebelum
tahun anggaran

dimmlai

o Optimalisasi

rencana

kegiatan yang lebih
matang dan efektif

Mengoptimalka
n rencana
kegiatan dengan
lebih  matang

dan efektif agar

dapat  dicapai
sesuai  dengan
yang diharapka.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi

tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;

b. Kinerja organisasi makin efisien.

Untuk mencapai sasaran organsasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang

sungguh-sungguh serta terus menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan

program kegiatan yang baik. Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan

sebagai berikut :
Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Per Sasaran
Tujuan/Sasaran Indikator % Capaian % Penyerapan Tingkat
Tujuan/Sasaran Kinerja Anggaran Efisiensi
Meningkatkan s Nilai SAKIP
akuntabilitas e Level
kinerja BPKD Maturitas
SPIP 100 92,98 7,02
e Persentase
Penurunan
Jumlah
Temuan BPK
Mewujudkan e Opini BPK
Pengelolaan atas Laporan
Keuangan Daerah
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yang Akuntabel, Keuangan

Efektif dan Daerah

Efisien Persetujuan

Meningkatkan Bersama 100 97,22 2,78
Pengelolaan rancangan

Keuangan Daerah Perda tentang

yang Akuntabel, APBD tepat

Efektif dan waktu /

Efisien paling larma 1

bulan
sebelum
tahun
anggaran

dimulai

a. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKD dengan indikator kinerja Nilai SAKIP,
Level Maturitas SPIP dan Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK tercapai sebesar
100% dengan tingkat efisiensi sebesar 7,02%.

b. Sasara Meningkatkan Pengelolaan Kenangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien tercapai
scbesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 2,78%.

6. Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian

Kinerja

Sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan adalah :

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD

b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Sasaran strategis Tersebut didukung oleh program/kegiatan seperti yang tercantum pada
tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja
Sasaran Indikator % Capaian Program Kegiatan
Strategis Kinerja Kinerja
Meningkatkan * Nilai SAKIP Program Administrasi
akuntabilitas o Level 93,32 Penunjang Urusan | Keuangan
kinerja BPKD Maturitas SPIP Pemerintah Daerah | Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Administrasi
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Persentase Barang Milik
Penurunan 96,38 Daerah pada
Jumlah Perangkat Daerah
Temuan BPK Administrast
092,86 Umum Perangkat
Daerah
Pengadaan Barang
Milik Dzerah
Penunjang Urusan
96,91 Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
99,27 Daerah
Meningkatkan Opini BPK Program Koordinasi  dan
Pengelolaan atas Laporan Pengelolaan Penyusunan
Keuangan Daerah Keuangan 93,00 Keuangan Daerah | Rencana Anggaran
vang  Akuntabel, Daerah Daersh
Efektif dan Efisien Persetujuan Penunjang Urusan
Bersama Kewenangan
rancangan 97,44 Pengelolaan
Perda  tentang Keuangan Daerah
APBD  tepat Pengelolaan Data
waktu / paling dan Implementasi
lama 1 bulan Sistem Informasi
sebelum tahun 84,48 Pemerintah Daerah
anggaran Lingkup Keuangan
dinmlai Daerah

a. Meningkainya akuntabilitas kinerja BPKD dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, Level

Maturitas SPIP dan Persetase Penurunan Jumlah Temuan BPK dengan persentase

Capaian kinerja sebesar 100% dengan Realisasi Anggaran sebesar 92,98% didukung

oleh 1 (satu) program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana program

ini didukung oleh 5 (Lima) kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja,

dengan total ada 8 kegiatan untuk mencapai indikator sasaran tersebut.
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b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan
indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah dan Persetujuan Bersama
rancangan Perda tentang APBD tepat waktu / paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran
dimulai dengan persentase Capaian kinerja sebesar 100% dengan Realisasi Anggaran
sebesar 97,22% didukung oleh 1 (satu) program Pengelolaan Keuangan Daerah dimana
program ini didukung oleh 3 (Tiga) kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja, dengan total ada 5 kegiatan untuk mencapai indikator sasaran tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN
Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 137.782.916.270,- (Seratus Tiga Puluh
Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu
Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah ), realisasi sebesar Rp. 132.788.408.253,- (Seratus Tiga
Puluk Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 96,38%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran per Program Tahun anggaran 2022
NO Program/Kegiatan/Sub Pagn (Rp) Reatisasi (Rp) Capaian
Kegiatan (%)
1 2 3 4 5

Program Penunjang Urusan 27.370.043.905 25.449.825.483 92,98
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, 71.958.000 49.019.855 68,12
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen 46.509.000 23.902.800 62,36
Perencanaan Perangkat Dacrah

2 Evaluasi Kinerja Perangkat 25.449.000 20.017.055 78,66
Daerah
Administrasi Keuangan 25.981.202.765 24.244.497.503 93,32
Perangkat Daerah

3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 22.746.415.025 21.485.225.726 94,46
ASN

4 Penyediaan Administrasi 3.043.612.740 2.583.308.777 84,88
Pelaksanaan Tugas ASN
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Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

170.580.000

165.030.000

96,75

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi
SKPD

20.595.000

10.933.000

53,09

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

31.670.000

30.523.048

96,38

Pengamanan Barang Milik
Dacrah SKPD

31.670.000

30.523.048

96,38

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

237.648.000

196.537.100

82,70

Pendidikan dan Pelatihan
Pepawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

174.037.000

139.983.500

80,43

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

63.611.000

56.553.600

88,91

Administrasi Umnum

Perangkat Daerah

353.555.500

328.327.233

92,86

Penyediaan Komponen Tnstalasi
Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

4.993.000

4.993.000

100,00

11

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

82.025.500

67.646.658

82,47

12

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

11.682.000

9.140.000

78,24

13

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

27.423.000

20.462.750

74,62

14

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

227.432.000

226.084.825

99,41

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

182.734.980

177.090.000

96,91

e —
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15

Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

182.734.980

177.090.000

96,91

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

183.480.490

182.149.711

99,27

16

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

161.380.490

160.211.616

99,28

17

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

22.100.000

21.938.095

99,27

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

327.794.170

241.681.033

73,13

18

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

174.923.000

136.398.619

77,98

19

Pemelibaraan Peralatan dan

Mesin Lainnya

81.470.000

34.660.414

42,54

20

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

71.401.170

70.622.000

98,91

Program Pengelolaan

Keuangan Daerah

110.412.872.365

107.338.582.770

97,22

Koordinasi dan Penyusunan

Rencana Anggaran Daerah

1.279.890.500

1.190.253.360

93,00

21

Koordinasi dan Penyusunan

KUA dan PPAS

157.939.500

139.556.999

88,36

22

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

103.966.000

99.678.467

95,88

23

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

407.663.000

397.270.317

97,45

24

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan

304.758.000

281.095.200

92,24
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Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
25 | Koordinasi dan Penyusunan 305.564.000 272.652.377 89,23

Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran
Koordinasi dan Pengelolaan 607.991.000 508.368.459 83,61

Perbendaharaan Dacrah
26 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas 63.976.000 48.673.200 76,08
Daerah

27 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, 88.976.000 71.646.525 80,52

Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

28 | Koordinasi dan Penyusunan 90.769.000 82.605.350 51,01

Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

29 | Penyusunan Petunjuk Teknis 179.352.0600 149.591.800 83,39

Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

30 | Pembinaan Penatausahaan 184.878.000 155.851.584 84,30

Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan 547.139.750 439.788.682 80,38

Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

. e e ——— oo}
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31 | Koordinasi Pelaksanaan 56.463.000 47.146.450 83,50
Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

32 | Rekonsiliasi dan Verifikasi 251.039.000 237.675.082 94,68
Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan- LO
dan Beban

33 | Koordinasi Penyusunan Laporan 49.102.750 43.787.750 89,18

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwnianan dan Semesteran

34 | Koordinasi dan Penyusunan 69.334.000 38.993.000 56,24

Rancangan Peraturan Daerzh
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

35 | Penyusunan Analisis Laporan 63.734.000 46.760.000 73,37

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
36 | Penyusunan Sistem dan 57.467.000 25.426.400 44,25
Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Penunjang Urusan 107.892.701.115 105.128.240.909 97,44

Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

37 | Analisis Investasi Pemerintah 13.540.000 10.032.100 74,09
Daerah
38 | Analisis Perencanaan dan 09.750.2877.245 99.744.954.645 99,99

Penyaluran Bantuan Keuangan

39 | Pengelolaan Dana Darurat dan 4.398.196.531 3.028.102.459 68,85

e —
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Mendesak

40 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil 3.730.677.339 2.345.151.705 62,86
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan 85.150.000 71.931.360 84,48

Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

Lingkup Keuangan Daerah

41 | Pembinaan Sistem Informasi 85.150.000 71.931.360 84,48
Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
JUMLAH 137.782.916.270 132.788.408.253 96,38

Analisa capaian kinerja tahun anggaran 2022 berdasarkan tabel diatas dapat
diketahui bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 137.782.916.270,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh
Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Dua
Ratus Tujuh Puluh Rupiah ), realisasi sebesar Rp. 132.788.408.253,- (Seratus Tiga Puluh
Dua Milyar Tjuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 96,38%. Pada tahun 2021 pagu anggaran tahun 2021
sebesar Rp. 150.743.704.950,- Realisasi sebesar Rp. 128.228.417.036 atau 85,06 %.
Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan capaian realisasi pada tahun anggaran 2022

dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 11,32 %.

e e ——
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BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Kinetja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah kabupaten Pasaman Barat untuk membantu pemahaman pembaca
dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat. Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak
terhadap Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2022.

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kineja Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun guna memenuhi salah satu prinsip
good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan
beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang bisa dikendalikan maupun sisi
eksternal yang tidak bisa dikendalikan yang dapat dijadikan feedback bagi upaya
perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil LKJIP Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

» Pada indikator kinerja nilai SAKIP belum dapat disimpulkan karena masih dalam
proses review inspektorat.

e Pada indikator level maturitas SPIP dapat disimpulkan bahwa persentase
pencapaian BPKD sebesar 104,4% .

¢ Pada indikator persentase penurunan jumiah temuan BPK dapat disimpulkan bahwa
persentase pencapaian BPKD pada tahun 2022 adalah sebesar 115,2%.

e Untuk indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah
belum dapat disimpulkan karena masih menunggu hasil pemeriksaan BPK Provinsi
Sumatera Barat.

¢ Untuk indikator Persetujuan Bersama rancangan Perda tentang APBD tepat waktu /

paling lama ! bulan sebelum tahun anggaran dimulai sudah dapat direalisasikan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan.
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B. SARAN

Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keunangan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 dalam capaian kinerja secara umum
sudah baik.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaanan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi,
sebagai berikut:

o Komitmen semua ASN dan stakeholder / pemangku kepentingan dalam
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

e Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan, melalui Program Peningkatan kapasitas
aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya
perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen pegawai.

¢ Tertib penyampaian laporan keuangan.

e Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

e Mengadakan pelatihan / bimtek mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada
SKPD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
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LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

PASAMAM BARAT

B st i |

PERUBANAN PERJIANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAI
TAHRUN 2022 ESSELON 11

Dalam ranpka mewuajudkan manajemen pemerintahan vang efcktif, transparan dan akuniabel
serta beronentasi pada hasil, kami yang berandatangan di bawah ini:

Nama : Maibonni. SE

Jabatan v Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

selanjutnya disebut. Pihak Pertamn

Nama : Ylamsuardi
Jabatan : Bupati Kabupaten Pasamaao Barat
sclaku atasan pihak pentama, selanjutpnya discbut Pihak Keduan

Pihak Pertama bemanji akan mewujudkan tarpet kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perianjian ini, dolam rangka mencapai target kinerja jongka menengah seperti yang 1clah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dén ‘kepagalan pencapaian iarget
Kincrja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akun melakukan supervisi yang diperlukan scrta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam
rangka pemberian pengharpgaan dan sanksi.

Simpang Empat, 21 Maret 2022
Fihak Kedua,
4 *
e

HAMSUARDI
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PERUBAHANPERJANIIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2022 ESSELON 11

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Angparan’; 2022

INDIKATOR i
. - -
NO SASA RAN q’l RATEGIS KINERJA/OUTPUT TARGET
Meningkatnya akuntabilitas Nilai SAKIP ' i o
1. kinerja BPKD ' B
Level Maturnitas SPIP 3 \
Persentase Penurunan Jumiah i
0,
Temuan BPK 75%
N Meningkatkan Pengelolaan | Persctyjean Bersama  rancangan | Paling lama |
- Keuangan Daemh Yang Perda teniang APBD tepat waktu gse:::;)ulla“ulan
Akuntabel, efektif dan /Paling lama 1 bulan sebelum Tahun | Tahun
o . . . Angearan
Efisicn - Anm,amnr dimulai dimutai
| NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Progrim Penunjanp Urusan Pemerintah Daernh _
1. Kabupaten/Kota Rp, 26.640.122.9531 ,-
Perencannan, Penpgangparan, daﬁ Evaluasi Kincrja ) R
Perangkal Dacrah Rp. 47.075.000,
1 Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Rp. 25.654,149.211.-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Rp. 29.420.000,-
Daerah
Administrasi Kepegawaian Peranpkat Dacrah Rp. 54290.000.-
Administrasi Umum Perangkat Dacrah Rp. 268.002.000,-
Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 301,100,540,
Daerali
Pemeliharaan Parung Milik Dxerah Penunjang Rp. 285.086.200,-
Urusan Pemerintizhan Daerah
2. Program Pengelolann Keuvangan Dacrah Rp. 114.670.336.412,-




Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran _
Daerah Rp. 1.167.222,000 -

Koordinast dan Pengelolann Perbendaharaan Dacrah
Rp. 506.522.000,-

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Kcuangan Daerah Rp. 497.139.750,-
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan _
Keuangan Daerah Rp. 112.426,302,662,-
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Infonnasi .
Pemerintah Dacrah Lingkup Keuangan Dacrab Rp. 73.150000,-

~ JUMLAH Rp. 141.310.459.363.-

Simpang Empat, 21 Maret 2022

Bupati Kabupaten Pasaman Barat Kepala Badan Pengelolaa
' Daerah

Kcuangan

2r .
- ;
HAMSUARDI

NIP. 197208032200604 1 00]




